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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

MULTI-LAYER SWITCH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi,
setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang
dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan
dan atau digunakan di wilayah Negara Republik
Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;

Bahwa dikarenakan belum adanya peraturan yang
mengatur persyaratan teknis untuk perangkat multi-
layer switch, maka perangkat tersebut belum dapat
dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan
dan atau digunakan di Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Persyaratan Teknis Perangkat
Telekomunikasi Multi-Layer Switch;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3
Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan
Perangkat Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 03 / P / M.Kominfo / 5 / 2005 tentang
Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa
Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang
Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;
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